
21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau
adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat

dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh

karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek

berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul

Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan

pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang
efektif”(Setiawan, 2004:39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat

dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan
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harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam

tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan

jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul

Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya

mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu

program”(Harsono, 2002:67).

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan

Hart kebijakan  adalah:

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan
sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).”

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah

untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

(dalam Tangkilisan, 2003:2). Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan

bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang
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dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud

memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan

sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah

kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan

dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih

ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan

dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup

seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena

pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan

suatu proses politik. Menurut M. Irafan Islamy berpendapat bahwa:

“kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang
lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang),
sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di
dalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan,
sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom
(Islamy, 1997:5).”

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu

tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar

keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan

pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar

apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood

and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokan menjadi tiga,

yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan
hingga dibuatnya suatu kebijakan.

2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang
sudah dirumuskan.
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3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali
implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain
mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi
kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan
dengan hasil yang dicapai
(dalam Tangkilisan, 2003:5).

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk

membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.

Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan

kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan
pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan
rakyat.

2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan
untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan
personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang
akan mempengaruhi kehidupan rakyat.

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan
kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.
(dalam Tangkilisan, 2003:2)

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di

atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan

rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah

harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari

pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

2.3 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa

implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu
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implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang

mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan

untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa

yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang

ingin dilakukan oleh pemerintah.

2.4 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 bahwa

didalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa tahapan

yang diantaranya a). Perencanaan b) Pengumuman c) Persyaratan d).

Pelamaran.

2.4.1 Perencanaan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 didalam

pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdapat  tahapan perencanaan sebagai

berikut:

1. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain

meliputi:

a. Penjadwalan Kegiatan, antara lain :

b. Perhitungan Biaya.

2. Perencanaan pengadaan pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4

Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.
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3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam

batas formasi yang telah ditetapkan.

2.4.2 Pengumuman Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 didalam

pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdapat tahapan pengumuman, antara

lain:

1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi harus diumumkan seluas-

luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk

lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai

Negeri Sipil diketahui oleh umum.

2. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada

warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran

3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15(lima

belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

2.4.3 Persyaratan Pegawai Negeri Sipil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai

berikut :

1.Warga Negara Indonesia.

2.Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan

setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
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3.Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

4.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai

swasta.

5.Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai negeri.

6.Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan

yang diperlukan.

7. Berkelakuan baik.

8. Sehat jasmani dan rohani.

9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

2.4.4 Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 didalam

pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdapat tahapan pelamaran, antara lain:

a. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis

dengan tangannya sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

b. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan

1. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang.
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2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/Dinas tenaga

Kerja.

3. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.


